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PENETAPAN
Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Rgt

a=a ) (as ) ) psy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RENGAT
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
yang dilangsungkan secara eletronik telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT, NIK XXX XXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXX XXXXXXX
XXXXXX,  XXXOXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXX,
Provinsi  Riau, No Hp xxx sebagai Penggugat;
lawan
TERGUGAT, NIK xxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di XXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXX XXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXKKK, XXXXXXXXX XXXXXXXXK XXXX,
Provinsi  Riau,No xxx, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 November 2023
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 27
November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
SURAT GUGATAN
1.Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2002 telah dilangsungkan
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut
telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, sebagaimana dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor : xxx
2.Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di
rumah orang tua Penggugat yang berlamat di Desa Rimbo Bujang,
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Kecamatan Muaro Bungo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selama lebih
kurang 1 bulan, kemudian terakhir pindah dikediaman bersama yang
beralamat XXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, Provinsi Riau hingga
berpisah;

3.Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Gadis, sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

4.Bahwa selama selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama;

a.ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

d. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Bahwa saat ini semua anak ada pada asuhan Penggugat;

5.Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena;

a.Bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

b.Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
terhadap Penggugat;

c.Bahwa Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata
kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;

d.Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan Seksual;

e.Bahwa Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;

f.Bahwa Tergugat bersifat cuek dan tidak peduli dengan Penggugat;

g.Bahwa Tergugat sulit dinasehati oleh Peggugat dan Keluarga Penggugat;

6.Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan
memuncak pada bulan April tahun 2023 yang menyebabkan antara lain:

a.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun
2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena
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Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain. Saat ini Penggugat tinggal di
kediaman bersama yang beralamat di XXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX,
XXXX XXXXXXX XXXXXK,  XXXXXXKKK XKXXX XXXXX,  XXXXXXXXK  XXXXKKXXX  XXXX,
Provinsi Riau. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang
beralamat di XXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, Provinsi Riau;

b.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan
kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun
bathin sejak April tahun 2023;

c.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan
tidak saling memedulikan lagi.

7.Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan Kkeluarga, baik keluarga
Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi
untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut
rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8.Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik

diputus karena perceraian;

9.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat

terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi

unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan

gugatan cerai ini dikabulkan;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:
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1.Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3.Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Rgt yang dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat
menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha
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semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon
mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal
271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat
dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah
didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu
memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
768/Pdt.G/2023/PA.Rgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari  Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.
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Dewi Warti sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Miftah Hurrahmah,
S.H.l masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh
Jefi Efrianti, S.H.l., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Dra. Murawati, M.A. Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

ttd
Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd
Jefi Efrianti, S.H.l., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 75.000,-
3. Panggilan : Rp. 150.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
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Jumlah Rp. 295.000,-
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 768/Pdt.G/2023/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



